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TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa standar pelayanan Pajak Daerah merupakan jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh
setiap wajib pajak secara minimal dalam penyelenggaraan pelayanan
publik untuk meningkatkan pendapatan daerah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public
sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan
publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

c. bahwa untuk pemberlakuan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada
huruf a dan b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan
Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing

Natal.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, tentang Pembentukan Kabupz.aten
Daerah Tingkat Il Toba Samosir Kabupaten daerah Tingkat Il Mandailing
Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Neqa -
Indonesia Nomor 6757); gara Republik
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik IndonesiaTahun

2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/20/MPAN/04/2006 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor :63/KEP/MPAN/7/2003 tentang

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun
2022 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Mandailing Natal Tahun 2024 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 113 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Pendapatan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Mandailing Natal, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

. Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :

Pelayanan Pajak Hotel;

Pelayanan Pajak Restoran;

Pelayanan Pajak Hiburan;

Pelayanan Pajak Reklame;

Pelayanan Pajak Penerangan Jalan;

Pelayanan Pajak Air Tanah (PAT),

Pelayanan Pajak Sarang Burung Walet;

Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya (MBLB)
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2);

10. Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

CONOOORWN=

. Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini

wajib _dilak'_sangkan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam
penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan
dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
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KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar

pelayanan ini dibebankan pada anggaran Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Mandailing Natal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapannya.

Ditetapkandi : Panyabungan
padatanggal : |o JuNt 2024

Pit. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

